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TINJAUAN TENTANG ANAK ANGKAT

A. Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di
Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal
dari kata adoptie dalam bahasa belanda.' Istilah “pengangkatan anak”
berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption,
mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk
dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak
kandung.” Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat
Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak
angkat.*®

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia
adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam
perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum
mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan ‘“anak
angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang
tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua
angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-
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Undang Rl Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor
4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-
Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam

kepustakaan hukum.**

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak
1. Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangatan anak ini diatur dalam Staatsblad 1917
Nomor 129 junctis 1919 Nomor 81, 1942 Nomor 557, 1925 Nomor 93
tentang ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum
Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor
geheel Indonesia betreffende het burgerlijk van de chineezen) dalam bab
kedua. Staatsblad ini berlaku bagi penduduk Tionghoa.*

Pengertian pegangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal
Staatsblad tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak
dapat dilihat dalam pasal-pasalnya, antara lain pasal 5 sebagai berikut:
a. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak

mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan

Y“Mustofa Sy, op. cit, h. 10
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karna kelahiran, maupun Kketurunan karna pengangkatan, maka
bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

b. Pengangkatan demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut
bersama-sama dengan isterinya, atau jika dilakukan setelah
perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.

c. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin
lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan
seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini,
maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat
wasiat telah menyatakan tak menghedakipengangkatan anak oleh
istrinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukan.®

Menurut Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam
pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman yang menyebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat

ditemukan dalam doktrin maupun yurispuden.Pengertian pengangkatan

¥1bid, h. 11
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anak dalam doktrin dikemukakan antra lain oleh Surojo Wignjodipuro
bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang
lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang
yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan
kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak
kandung sendiri.

Yurisprusdensi  semula  berpandangan bahwa terjadinya
pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan
anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor
210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat
tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan
anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak
angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa
upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil
dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan .

Seiring dengan perkembangan perkembangan hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan hal ini kemudian
mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan
tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah
anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas
pangangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak

bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan
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oleh orang tua angkatnya, sebagaimana putusan Mahkama Agung RI
Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto putusan Mahkamah
Agung Rl Nomor 53 K/pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya
variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat
didaera lainnya.

Menurut Perundang-undangan Rl

Undang-undang R1 Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang
perkawinan dalam pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau
pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan
pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang Rl Nomor 3 tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agamadan Undang-Undang Rl Nomor 4 tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau
pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik
Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-UndangRI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang
tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat
adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawabatas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut , kedalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau

penetapan pengadilan.
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Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam
penjelasan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Rl Nomor 23 tahun 2006
tentang administrasi  kependudukan.  Undang-Undang tersebut
memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah
perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah
mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan
anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal
deskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat
maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak
merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah
pengangkatan anak yang bersumber pada al-qur’an dan sunah serta hasil
ijtihad yang berlaku diindonesia yang dipormulasikan dalam berbagai
produk pemikiran hukum islam baik dalam bentuk figih, fatwa, putusan
pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk

didalamnya kompilasi hukum islam.
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Kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materiil
peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171
huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa
terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab
dari orang tua asal kepada orang tua nagkatnya dalam hal pemeliharaan
untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan
hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling
mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
berbeda dengan hukum pengangkatan anak menurut konsepsi staatsblaad
1971 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat
di Indonesia. Status anak angkat menurut hukum islma tidak sama
dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung
atau orang tua kandunmg. Akibat hukumnya tidak memutuskan
hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling
mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal
hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua
angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris tetapi
anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi

hukum islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat
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atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagai ketentuan pasal
209 kompilasi hukum islam.

Adapun mengenai nasab dan mahram akan dijelaskan sebagai
berikut. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan
darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila ada calon mempelai
calon laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam
banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan
untuk dikawini dijelaskan dalam al-qur’an surat an-nisa’ ayat 23.

Mengenai hubungan persusuan, dapat di analogikan (Qiyas) pada
hubungan nasab sebagaimana ketentuan surat an-nisa’ ayat 23 tersebut,
yaitu ibu dan saudara perempuan sepersusuan keduaorang ini diharamkan

untuk dikawini oleh anak atau saudara sepersusuan.

C. Tata Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka
hukum kesanak saudaraan atau kekeluargaan. Oleh karna itu, sangat penting
mempelajari syarat-syarat dan cara pengangkatan anak dalam system hukum
adat, sehingga dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara itu maka suatu
tindakan pengangkatan anak menjadi sah. Keabsahaan pengangkatan anak ini
merupakan titik tolak dalam menentukan atau menegaskan status hukum
seseorang yang diangkat anak. Masalah ini bukan saja akan membawa
pengaruh dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan social, melainkan juga

menyangkut warisan.
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1. Syarat Pengangkatan Anak

Mengenai syarat pengangkatan hendaknya dibedaan antara syarat
berifat formal, yaitu mengenai acara pengangkatan anak dan syarat yang
bersifat material, yaitu syarat calon orang tua angkat dan calon anak
angkat.

Tentang syarat material dapat dikemukakan bahwa calon orang tua
angkat pada umumnya adalah pasangan calon suami istri, kadang kala
mereka yang pernah kawin. Menurut penelitian soepomo dijawa barat oleh
seorang ;laki-laki yang pernah akawin (duda) tidak dikenal, sebaliknya
pengangkatan anak oleh seorang janda dikenal sebaiknya dikecamatan
malige di kabupaten tapanuli utara, seorang duda dapat melakukan
pengangkatan anak, sebaliknya seorang perempuan baik janda maupun
mereka yang belum perna kawin tidak ada. Dikampung lingga kecamatan
simpang empat kabupaten karo, pengangkatan anak upaten karo, di
kabupaten cirebon dan kecamatan lembang kabupaten bandung,
pegangkatan anak oleh bujangan tidak dikenal.

Mengenai jumlah anak yang dapat diangkat pada umumnya tidak
ada pembatasan dan pada umumnya mengangkat lebih dari satu orang
anak dimungkinkan. Namun, hasil penelitian dikabupaten lombok tengah
pada akhir tahun 1973 oleh panitia penelitian direktorat pembinaan
administrasi  direktorat jenderal pembinaan badan-badan peradilan
departemen kehakiman Republik Indonesia menunjukan bahwa didaerah
tersebut orang hanya mengambil seorang “anak akon” (anak angkat) dan

belum pernah terjadi orang mengambil anak angkat lebih dari seorang.



